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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 12/ DPRD-PS/2019
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RAPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI
KEBIJAKAN.UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA RAPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 310 Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ayat (1) , Kepala Daerah
menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD
untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa
KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja perangkat daerah;

b. bahwa tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud point a diatas
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
‘ Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-

undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
tas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
4 . Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
) Produk Hukum Daerah;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2010 - 2030;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021;

15 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Memperhatikan

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

I;asﬂ pembahasan bfersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Pespg Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
esisir Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD
Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2020

MEMUTUSKAN

Penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 menjadi
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2020
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan
kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 19 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP




